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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pedagang Kaki Lima  

Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) mengarah pada konotasi pedagang 

barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan atau di depan-depan toko 

yang dianggap strategis. Terdapat pula sekelompok pedagang yang berjualan 

dengan menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil. Latar belakang seseorang 

menjadi PKL karena beberapa alasan seperti terpaksa, ingin mencari rejeki, ingin 

mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, ingin menghidupi keluarga dank 

arena di desa sudah sulit mencari penghasilan. Besarnya jumlah penduduk yang 

menggantungkan hidupnya pada sektor informal menyebabkan perhatian terhadap 

sektor tersebut baik sebagai subjek penelitian atau sebagai kelompok sasaran 

pembangunan. Sektor informal terbentuk tanpa melalui proses yang diatur 

sedemikian rupa dan merupakan pekerjaan mandiri yang kurang terorganisir, 

tumbuh dan bekembang dengan sendirinya. 
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Pesatnya pertumbuhan ekonomi kota-kota di Indonesia telah 

menimbulkan suatu permasalahan sosial yang berkaitan dengan adanya daya tarik 

kota terhadap warga yang bermukim di perdesaan.
1
 Tingkat urbanisasi yang tinggi 

dapat menimbulkan persaingan pencarian pekerjaan yang problematik. Sedangkan 

lapangan sektor formal dan industri belum lagi mampu menampungnya. 

Sebaliknya dipedesaan akan terjadi kekurangan tenaga kerja karena penduduk 

banyak pergi ke kota. Situasi dan kondisi seperti ini, diperburuk oleh rendahnya 

kemampuan dan kualitas dari pada tenaga kerja prodiktif tersebut, mereka 

umumnya kurang pendidikan dan keterampilan sehingga menyebabkan mereka 

tidak mampu masuk ke dalam spesialisasi perkerjaan yang membutuhkan keahlian 

dan pemikiran yang rata–rata dimiliki oleh tenaga kerja sektor informal.
2
 

Kegiatan PKL adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang sifatnya 

pinggiran, karena kegiatan di sektor ini biasanya didukung oleh individu-individu 

yang tidak memiliki persyaratan pendidikan, keterampilan dan modal tertentu, 

yang rupanya menjadi syarat di industri modern. PKL yang menjajakan barang 

dagangannya di berbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat 

yang tergolong marginal dan tidak berdaya. Dikatakan marginal sebab mereka 

rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditikung oleh kemajuan kota 

itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya karena mereka biasanya tidak 

terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi bargaining (tawar-menawar) 

                                                           
1
 Ali Achsan Mustafa, Model transformasi sosial sektor informal: sejarah, teori, dan 

praksis pedagang kaki lima, (Malang: Inspire Indonesia, 2008). hal.  23 
2
 Ibid.,, hal. 26 
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nya lemah, dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tidak 

jarang bersifat represif. 

Kajian sektor informal PKL di perkotaan seringkali dikaitakan dengan 

tingkat kemiskinan, penggangguran, pendidikan rendah dan ketimpangan 

pendapatan terutama kawasan perkotaan merupakan pusat konsentrasi permukiman 

penduduk dengan segala kegiatannya seperti kegiatan ekonomi sosial yang juga 

memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat.
3
 Manusia merupakan 

makhluk yang sadar, kesadaran itu dapat disimpulakn dari kemampuan berfikir, 

berkehendak dan merasakan.
4
 Berkembangnya penduduk disuatu kota pada negara 

berkembang mencirikan pertambahan alami dari penduduk kota tersebut, 

pertambahan arus dari desa ke kota yang cukup banyak, hal ini terjadi di Indonesia. 

Aktivitas PKL pada umumnya menempati badan-badan jalan dan trotoar, sehingga 

tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian 

publik karena menciptakan masalah kemacetan dan pergerakan orang di pedestrian, 

dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. PKL yang menempati ruang 

dan jalan publik juga dapat menciptakan masalah sosial seperti hadirnya pencopet, 

pencuri, keributan dan sebagainya. Situasi ini menciptakan masalah dalam 

pengelolaan pembangunan dan merusak fungsi serta estetika kota. 

                                                           
3
 Cucu Nurhayati, Pembangunan Social Sektor Informal Perkotaan, (Studi atas 

Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu DKI Jakarta), (Jakarta: Orbit Publishing Jakarta, 2015), hal. 18 
4
 Zulfatun Ni‟mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar. (Yogyakarta: Penerbit Teras, 

2012), hal. 21 

https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=10989881114794266162&btnI=1&hl=id
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Perilaku masyarakat sangat mempengaruhi dalam keindahan dan 

kebersihan kota, mayoritas masyarakat sudah mengetahui adanya peraturan yang 

mengatur untuk mereka berdagang namun entah kenapa masih saja mereka enggan 

untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, dalam suatu buku psikologi 

menyebutkan bahwa hal seperti ini masyarakat berada pada struktur kepribadian tak 

sadar yakni bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud 

merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus Freud membuktikan 

bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik tetapi itu adalah kenyataan 

empiri. Ketidaksadaran itu berisi insting, implus dan drives yang dibawa dari lahir, 

dan pengalaman-pengalaman traumatik yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke 

daerah tak sadar. Isi atau materi ketidaksadaran itu memiliki kecenderungan kuat 

untuk bertahan terus dalam ketidaksadaran, pengaruhnya dalam tingkahlaku sangat 

kuat namun tetap tidak disadari.
5
 Pada diri manusia, selain diberi hati nurani yang 

senantiasa menegakkan ciri ketuhanan (al-khuluqal-Ilahiyah), juga terdapat hawa 

nafsu yang cenderung tergiur oleh materi yang nisbi dan instan. Setiap saat akan 

selalu terjadi Tarik menarik antara keduanya. Jika kemenangan di pihak nafsu, 

manusia akan turun derajat dan moralnya. Sedangkan jika hati nurani mampu 

mengungguli nafsu, orang tersebut akan naik derajatnya, moralnya terpuji, dan 

melebihi makhluk Tuhan lainnya.
6
 Namun masyarakat harusnya memiliki 

                                                           
5
 Alwisol, Psikologi Kepribadian, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 14 

6
 Asmawi A, Filosofi Hukum Khilafah (Tinjauan Ontologis, Epistemologis dan 

Aksiologis), (Iain Tulungagung: Journal Vol 6, No 2, 2018), hal. 222. 
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kesadaran, karna sangat penting kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari, dalam 

buku psikologi kesadaran memiliki arti yang harus kita pahami yakni bahwa 

kesadaran (consciousness) muncul pada awal kehidupan, bahkan mungkin sebelum 

dilahirkan. Sebagai organisasi kesadaran, ego berperan penting dalam menentukan 

persepsi, fikiran, perasaan dan ingatan yang bisa masuk kesadaran.
7
 PKL 

merupakan aset ekonomi bangsa Indonesia yang memberi andil besar dalam hal 

ketenagakerjaan, pengetasan kemiskinan, dan menjadi katup pengaman ekonomi 

kerakyatan. Kota menjadi tempat aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan 

pelayanan jasa, perdagangan dan industri. Kota juga menjadi daya tarik bagi 

penduduk luar kota untuk pergi ke kota dengan tujuan mendapatkan penghidupan 

yang lebih layak. Akhirnya peningkatan jumlah penduduk di perkotaan semakin 

tinggi dan padat dengan keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga mengakibatkan 

penduduk memilih untuk bekerja dibidang informal salah satunya yakni PKL.
8
 

PKL adalah para pekerja di sektor informal yang banyak ditemui di 

perkotaan. Dalam perkembangan selanjutnya pengertian PKL menjadi semakin 

luas, tidak hanya pedagang yang menempati trotoar atau sepanjang bahu jalan. 

Ruang aktivitas usaha PKL yang semakin luar tidak hanya menggunakan hampir 

semua ruang publik yang ada seperti jalur-jalur pejalan kaki, area parkir, ruang-

ruang terbuka, taman-taman, terminal, perempatan jalan, tetapi juga dalam 

melakukan aktivitasnya PKL bergerak keliling dari rumah ke rumah melalui jalan-

                                                           
7
 Ibid., hal. 40 

8
 Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perkotaan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 

hal. 279 
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jalan kecil di perkotaan.
9
 Satu sisi kehadiran PKL di sudut-sudut kota memberikan 

keuntungan bagi konsumen, pemerintah ataupun pedagang seperti menekan jumlah 

pengangguran, serta menyediakan berbagai keperluan masyarakat dengan harga 

relatif terjangkau. Pada sisi lain, PKL sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi 

lingkungan perkotaan dengan munculnya kesan kotor, kumuh dan tidak tertib. 

Tidak heran jika masyarakat sering mengeluh akibat dari aktivitas PKL yang 

memanfaatkan fasilitas publik untuk berjualan.  

Permasalahan kota dan ruang publiknya tak lepas dari masalah pedagang 

kaki lima yang suka mangkal berjualan di sekitaran atau bahkan di dalam ruang 

publik itu sendiri. Ruang publik yang "hanya sekedar jadi" dan kemudian 

ditinggalkan hingga kumuh merupakan cerminan bahwa banyak sekali masalah 

mengenai ruang publik di kota. Penertiban selalu di lakukan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) untuk meniadakan pedagang kaki lima (PKL) di ruang-

ruang publik. Namanya orang mencari makan, meski dilarang pun akan dilanggar 

juga. "Ladang" uang mereka ada di keramaian orang, salah satu tempat ramainya 

orang yaitu di ruang-ruang publik. 

Kebiasaan buruk PKL di Kota Kediri yakni pertama menguasai badan 

jalan dan trotoar, membuang sampah sembarangan, selalu merasa dirinya orang 

kecil dan minta dimaklumi, merugikan pemilik toko resmi di banyak tempat di 

kota Kediri Di kota Kediri terdapat banyak PKL yang menimbulkan keresahan 

beberapa contoh untuk aktifitas pkl yang peneliti rasa kurang kondusif seperti 

                                                           
9
 Ibid., hal. 288 
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Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Hos Cokroaminoto yang perlu diteliti mengenai 

implementasi peraturan yang dibuat oleh Walikota apakah sudah maslahat bagi 

masyarakat atau malah mudarat. Dilatarbelakangi adanya Perda Jatim Nomor 7 

Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka 

Bapak Abdullah Abu Bakar selaku Walikota kota Kediri telah mengeluarkan 

Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 37 Tahun 2015. 

B.  Dasar Hukum Pengaturan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri 

Di dalam studi kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi. 

Model implementasi perlu dipakai dalam melakukan sebuah penelitian sebagai 

arahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian tersebut. Salah satu model 

implementasi kebijakan yaitu model implementasi kebijakan Donald S. Van Meter 

dan Carl E. Van Horn. Model pendekatan topdown yang dirumuskan oleh Donald 

Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan A Model of The Policy 

Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau 

performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja 

dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang 

berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa 

implementasi kebijakan berjalan secara linier dan keputusan politik yang tersedia, 

pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti 

menggunakan model dari Van Meter dan Van Horn dimana model ini memiliki 6 

(enam) faktor yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Enam faktor 
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yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan tersebut adalah standar 

dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik 

badan-badan pelaksana, disposisi pelaksana dan kondisi ekonomi, sosial dan 

politik.
10

 

1. Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai 

oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, 

menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat 

secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau 

kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan. Standar dan sasaran 

kebijakan harus jelas dan spesifik sehingga dapat terealisasi. Selain itu, 

pemahaman yang baik oleh para pelaksana kebijakan juga sangat diperlukan. 

Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, serta tidak dipahami dengan 

baik oleh para pelaksana kebijakan maka akan terjadi multi-interpretasi dan 

rentan menimbulkan konflik di antara para pelaksana kebijakan. 

2. Sumber daya juga penting dalam implementasi kebijakan, baik sumber daya 

manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human 

resources) karena sumber-sumber tersebut menunjang keberhasilan 

implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah para 

pelaku kebijakan atau pelaksana kebijakan, sedangkan sumber daya non-

manusia yang dapat berupa sumber daya anggaran, fasilitas dan waktu. 

3. Komunikasi Antar Organisasi, dalam implementasi suatu program perlu 

hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan 

koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi 

keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan 

salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut 

dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya. Berdasarkan penjelasan 

yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi 

suatu kebijakan diperlukan dukungan komunikasi dan koordinasi antar instansi 

satu dengan instansi lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah 

ditetapkan. 

4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana, Disposisi pelaksana ini mencakup 3 

(tiga) hal penting mengenai tanggapan pelaksana kebijakan yang dapat 

memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan 

kebijakan, yakni (1) tanggapan respons atau tanggapan pelaksana terhadap 

kebijakan; (2) kognisi, yakni pemahaman pelaksana terhadap kebijakan; dan (3) 

                                                           
10

 Feni Andriani, Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Penertiban Yang Dilakukan 

Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Di Jalan Hr. Soebrantas Kecamatan Tampan), (Riau: 

Universitas Riau, 2016), hal. 82 
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intensitas disposisi pelaksana, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh 

pelaksana. 

5. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan 

adalah penting karena bagaimanapun juga, implementasi kebijakan yang 

berhasil bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials) tidak 

sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi 

para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang 

crucial. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan 

karena menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan. 

6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, hal yang perlu juga diperhatikan guna 

menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van 

Meter dan Van Horn, sejauh mana lingkungan eskternal turut mendorong 

keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, 

ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari 

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk 

mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan 

kondisi lingkungan eksternal. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa kekondusifan lingkungan eksternal perlu 

diperhatikan karena dapat mendukung suatu implementasi kebijakan. 

 

Perumusan suatu kebijakan Negara merupakan suatu proses yang tidak 

mudah. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan 

ada 6 langkah perumusan kebijakan negara, yaitu:
11

  

1. Perumusan Masalah 

2. Proses memasukkan masalah kebijakan Negara kedalam agenda pemerintah 

3. Perumusan usulan kebijakan Negara kedalam agenda pemerintah 

4. Proses legitimasi kebijakan Negara 

5. Pelaksanaan kebijakan Negara 

6. Penilaian kebijakan 

 

Langkah-langkah proses perumusan masalah ini berguna untuk melihat 

atau menentukan apakah setiap masalah yang muncul perlu dipecahkan oleh 

suatu kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijaksanaan. Proses ini 

                                                           
11

 Rholen Bayu Saputra, profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan 

Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan), (fakultas Ilmu Sosial Dan 

Politik: Universitas Riau, 2014), hal. 7 
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akan dilihat lagi apakah kebijaksanaan tersebut akan mudah dilaksanakan atau 

sebaliknya, dan hasil implementasi kebijaksanaan itu apakah akan berdampak 

positif atau negatif dan apakah akan berpengaruh terhadap kebijaksanaan 

selanjutnya. Asas itikad baik berbunyi: orang yang memperoleh sesuatu hak 

dengan itiad baik, akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum. 

Asas ini bertujan unutk melindungi orang yang beritikad baik. Kesulitanya 

adalah bagaimana caranya untuk mengetahui seseorang beritikad baik, 

pemecahanya adalah hanya orang yang beritikad baik yang bersedia memperoleh 

hak dari orang yang terdaftar haknya
12

.  Asas legalitas berkaitan erat dengan 

gagasan demokrasi dan gagasan Negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut 

agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan 

persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak memerhatikan kepentingan 

rakyat. Gagasan Negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan 

pemerintah harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan 

terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.
13

 

Rencana tata ruang wilayah Kota Kediri tercantum dalam Peraturan 

Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Kediri Tahun 2011 – 2030 pasal 7, yakni:
14

 

                                                           
12

 Indri Hadisiswati, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. 

(IAIN Tulungagung: AHKAM, Volume 2, Nomor 1, Juli 2014). hal. 12. 
13

 Ni‟matul huda, Hukum tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2014), hal. 132 
14

 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Kediri Tahun 2011 – 2030 
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Ruang Lingkup Wilayah 

Pasal 7 

(1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang 

ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, 

wilayah perairan dan wilayah udara. 

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Kecamatan Mojoroto meliputi Kelurahan Pojok, Kelurahan Campurejo, 

KelurahanTamanan, Kelurahan Banjarmlati, Kelurahan Bandar Kidul, 

Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Mojoroto, 

Kelurahan Sukorame, Kelurahan Bujel, Kelurahan Ngampel, Kelurahan 

Gayam, Kelurahan Mrican, dan Kelurahan Dermo. 

b. Kecamatan Kota meliputi Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Rejomulyo, 

Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Kampungdalem, 

Kelurahan Setonopande, Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Pakelan, 

Kelurahan Setonogedong, Kelurahan Kemasan, Kelurahan Jagalan, 

Kelurahan Banjaran, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Dandangan, 

Kelurahan Balowerti, Kelurahan Pocanan, dan Kelurahan Semampir. 

c. Kecamatan Pesantren meliputi Kelurahan Blabak, Kelurahan Bawang, 

Kelurahan Betet, Kelurahan Tosaren, Kelurahan Banaran, Kelurahan 

Ngletih, Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Ketami, Kelurahan Pesantren, 

Kelurahan Bangsal, Kelurahan Burengan, Kelurahan Tinalan, Kelurahan 

Pakunden, Kelurahan Singonegaran, dan Kelurahan Jamsaren. 

(3) Batas-batas wilayah Kota Kediri meliputi: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gampengrejo, Kecamatan 

Ngasem dan Kecamatan Grogol; 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kandat dan Kecamatan 

Ngadiluwih; 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wates dan Kecamatan          

Gurah; dan 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Grogol dan Kecamatan 

Semen. 

e. Luas wilayah administrasi Kota Kediri kurang lebih 6.340 (enam ribu tiga 

ratus empat puluh) Hektar 

 

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 17 

(1) Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi: 

a. pembagian wilayah kota; 

b. pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan; dan 

c. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah kota. 
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(2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Kedua 

Pembagian Wilayah Kota 

Pasal 18 

(1) Pembagian wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 

huruf a meliputi: 

a. BWK A meliputi seluruh wilayah Kecamatan Mojoroto mencakup 

Kelurahan Pojok, Campurejo, Tamanan, Banjarmlati, Bandar Kidul, 

Lirboyo, Bandar Lor, Mojoroto, Sukorame, Bujel, Ngampel, Gayam, 

Mrican, Dermo; 

b. BWK B meliputi seluruh wilayah Kecamatan Kota mencakup Kelurahan 

Manisrenggo, Rejomulyo, Ngronggo, Kaliombo, Kampungdalem, 

Setonopande, Ringinanom, Pakelan, Setonogedong, Kemasan, Jagalan, 

Banjaran, Ngadirejo, Dandangan, Balowerti, Pocanan, Semampir; 

c. BWK C meliputi seluruh wilayah Kecamatan Pesantren mencakup 

Kelurahan Blabak, Bawang, Betet, Tosaren, Banaran, Ngletih, Tempurejo, 

Ketami, Pesantren, Bangsal, Burengan, Tinalan, Pakunden, Singonegaran, 

Jamsaren. 

(2) Tata ruang setiap BWK diatur lebih lanjut dalam Rencana Rinci selambat-

lambatnya 3 (tiga) tahun setelah perda ini ditetapkan. 

(3) Peta rencana pembagian BWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

Kawasan Perdagangan dan Jasa 

Pasal 40 

(1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf 

b, dikembangkan berdasarkan jenis perdagangan dan jasa serta skala 

pelayanan.  

(2) Jenis pelayanan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko/pasar modern dan 

kawasan perdagangan khusus. 

(3) Skala pelayanan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi skala pelayanan regional dan kota, sub pusat pelayanan kota dan 

lingkungan. 

(4) Pengembangan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

tersebar ditiap kecamatan dan diarahkan pada pusat-pusat permukiman kota. 

(5) Pengembangan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

meliputi: 
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a. pengembangan pada pusat kota; dan 

b. pengembangan secara koridor pada sepanjang Jl. Dhoho, Jl. Patimura, Jl 

HOS. Cokroaminoto, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Erlangga, dan Jl. P. Kusuma 

Bangsa. 

(6) Pengembangan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : 

perbelanjaan tingkat pusat lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah. 

(7) Pengembangan perdagangan dan jasa yang menyatu dengan prasarana 

transportasi, meliputi : 

a. pengembangan perdagangan dan jasa menyatu dengan stasiun kereta api; 

b. pengembangan perdagangan dan jasa menyatu dengan terminal. 

(8) Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional dan kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi melalui pengembangan 

di pusat kota dan Kelurahan Banjaran. 

(9) Pengembangan perdagangan dan jasa skala sub pusat pelayanan kota dan 

pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar pada setiap 

sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan. 

(10) Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi : 

a. pengembangan kawasan perdagangan di pusat pelayanan kota sekaligus  

sebagai tujuan utama perbelanjaan skala regional melalui pengembangan: 

shopping centre, pertokoan, show room, bank dan grosir di Jl. Dhoho, Jl. 

Patimura, Jl. HOS. Cokroaminoto, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Erlangga, dan Jl. P. 

Kusuma Bangsa; 

b. penyediaan pasar wisata yang meliputi pasar hewan peliharaan dan 

tanaman hias, bursa buku dan barang – barang antik di Campurejo dengan 

luas kurang lebih 2 Ha; 

c. pembangunan pasar penjualan souvenir Selomangleng di Kelurahan 

Pojok dengan luas kurang lebih 1 ha; 

d. pembangunan sentral pemasaran industri rumah tangga di Banjarmlati 

seluas kurang lebih 2,5 ha; 

e. pembangunan sentral pemasaran home industri di Bandar Kidul di GOR 

Kota seluas kurang lebih 0,5 ha; 

f. pengembangan pasar sembako di Kelurahan Bandar Lor seluas kurang 

lebih 0,9 ha; 

g. pengembangan pasar grosir elektronik di Kelurahan Ketami seluas kurang 

lebih 2 ha; dan 

h. pengembangan showroom di Kelurahan Blabak seluas kurang lebih 2 ha 

 

Segi hukum positif dalam penataan PKL di Kota Kediri berlandaskan 

dasar hukum sebagai berikut: 

1. KUH Perdata : pasal 1337 dan 1474 KUH Perdata. 
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2. Peraturan Presiden RI No 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan 

pemberdayaan PKL. 

3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Ruang Pedagang 

Kaki Lima.  

4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011 – 2030. 

5. Peraturan Walikota No 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki 

Lima di Kota Kediri. 

C.  Peraturan Walikota No 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki 

Lima di Kota Kediri 

Polemik penataan PKL bermula dari penerbitan Perwali Nomor 37 

pada September 2015 yang mengatur tempat berjualan PKL di sejumlah jalan 

protokol di Kota Kediri untuk melancarkan arus lalu-lintas. Untuk tujuan itu 

Pemkot membuat larangan berjualan pada lokasi tertentu yang padat lalu-lintas. 

Kebijakan PKL di Kota Kediri ini berdasar pada Perda Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL maka dirumuskanlah Perwali Nomor 

37 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Jatim Nomor 7 Tahun 2014 

tentang penataan dan pemberdayaan. Dalam susunan hukum dagang buku kedua 

Bab X juga dijelaskan mengenai pertanggungan terhadap bahaya dalam 

pengangkutan di daratan, disungai dan perairan darat, dimana PKL merupakan 
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tindakan bahaya jika menyalahi aturan yang ditetapkan hingga bisa 

menimbulkan kerugian masyarakat banyak.
15

 

Sudah tentu kebijakan kota untuk mengatasi PKL harus berangkat dari 

karakteristik mereka sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat. Apabila 

tidak memiliki informasi tentang karakter pedagang kaki lima, pemerintah kota 

tidak dapat membuat kebijakan yang tepat. Untuk itu, diperlukan data dan 

informasi tentang karakteristik pedagang kaki lima, seperti historis usaha, 

motivasi memasuki sektor ini, dari mana mereka berasal, latar belakang 

pendidikan dan pengalaman, dsb. Keberadaan PKL sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat karena harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan 

pedagang-pedagang yang berada di kios-kios. Selain itu, masyarakat lebih 

mudah dan lebih cepat mendapatkan barang yang dibutuhkan karena keberadaan 

PKL yang sangat strategis, yaitu di pinggir jalan. Namun PKL menimbulkan 

dampak negatif yang dirasakan oleh para pengguna jalan. Banyaknya PKL yang 

tidak taat peraturan menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan sehingga 

kehadiran PKL dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki 

adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan kota. Tolok ukur 

peradaban suatu masyarakat tercermin dari penjagaan nilai-nilai moral dalam 

setiap aspek hidupnya. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kebaikan memberi 

                                                           
15

 Ibid., hal. 45 
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peluang yang sangat besar bagi hancurnya sendi-sendi kehidupan masyarakat 

tersebut.
16

 

Dari dampak yang ditimbulkan PKL, maka pemerintah mengambil 

tindakan tegas terhadap setiap PKL dengan melakukan penggusuran atau 

menyingkirkan usahanya guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Untuk itu, 

setiap pemerintah daerah memiliki satuan khusus yang pekerjaannya sewaktu-

waktu mengadakan operasi atau razia kepada sektor-sektor dimana PKL 

beroperasi, yaitu yang terkenal dengan sebutan operasi ketertiban umum. 

Fenomena seperti inilah menggambarkan kurang matangnya perencanaan dan 

pengawasan pembangunan di seluruh bagian kota sehingga menyebabkan PKL 

berkembang dengan tidak terencana dan liar. Inilah yang kemudian 

menimbulkan menimbulkan bentrok antara pedagang PKL dengan aparat 

keamanan. Padahal, kehadiran PKL jika dikelola dengan baik akan menjadi asset 

ekonomi bangsa Indonesia yang memberi andil besar dalam hal ketenagakerjaan, 

pengetasan kemiskinan, dan menjadi katup pengaman ekonomi kerakyatan. 

Sekali lagi, sebagaimana pernyataan diatas bahwa PKL diberbagai kota 

di Negara berkembang merupakan fenomena keseharian yang bersifat 

kontroversial pada satu sisi, pemegang otoritas kota sering bersifat tidak ramah 

pada mereka, bahkan mengusir mereka dari tata ruang kota. Pada sisi lain, 

mereka dijadikan sumber pendapatan bagi pemerintah kota melalui pungutan 

retribusi dan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di perkotaan. 

                                                           
16

 Kutbudin Aibak. Kajian Fiqh Kontemporer. (Yokyakarta: Kalimedia, 2017). hal.7. 
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Keberadaan PKL yang bersifat ilegal dan tidak tertata sering dianggap sebagai 

sumber problema dalam tata ruang kota yang lebih berorientasi pada estetika. 

Sekalipun demikian, persoalan PKL tidak dapat dibiarkan karena semakian hari 

jumlah mereka semakin bertambah banyak dan mengganggu ruang gerak publik 

terutama pejalan kaki. 

PKL mendapatkan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam 

Peraturan Walikota No 37 Tahun 2015 Pasal 6 dan Pasal 7 mengenai hak dan 

kewajiban PKL.
17

  

Hak, Kewajiban Dan Larangan 

Pasal 6 

 

(1) PKL mempunyai hak untuk : 

a. mendapatkan pembinaan organisasi secara berkala; 

b. mendapatkan pembinaan penataan tempat berusaha. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi. 

 

             Pasal 7 

 

(1) PKL berkewajiban untuk : 

a. menyediakan tempat sampah; 

 b. membersihkan sampah dan sarana prasarana berjualan dari lokasi tempat  

PKL; 

c. memasang/menempelkan sticker TDU ditempat usaha PKL. 

(2) Ketentuan mengenai format sticker TDU tercantum dalam Lampiran                    

      Peraturan Walikota ini. 

 

PKL harus mampu dan bisa menjalankan peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah seperti dalam Peraturan Walikota No 37 Tahun 2015 Pasal 8, Pasal 9 

                                                           
17

 Peraturan Walikota No 37 Tahun 2015 tentang penataan pedagang kaki lima di kota 

kediri 
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dan Pasal 12 mengatur mengenai larangan tempat ataupun waktu untuk 

beroperasional PKL.  

Pasal 8 

 

PKL dilarang melakukan : 

a. menempati lokasi PKL yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam TDU; 

b. berdagang diluar jadwal usaha yang telah ditentukan 

c. memindahtangankan TDU kepada pihak lain. 

 

Pasal 9 

 

(1) Pemerintah daerah menyediakan lokasi binaan PKL. 

(2) Lokasi binaan dan waktu operasional PKL sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sebagai berikut : 

a. Taman Sekartaji, pukul 06.00 - 24.00 WIB; 

b. Kawasan Goa Selomanggleng, pukul 06.00 - 24.00 WIB; 

c. Paguyuban PKL Upoyo Boga, pukul 08.00 - 24.00 WIB; 

d. Kawasan GOR Joyoboyo, pukul 06.00 - 22.00 WIB; 

e. Alon - Alon Kota Kediri, pukul 10.00 - 24.00 WIB. 

  

Prosedur Penegakan Sanksi dilakukan oleh pihak yang berwenang 

dalam hal ini yakni pihak Satpol PP yang meliputi pengawasan dan penertiban, 

adapun prosedur penegakan sanksi jika terdapat PKL melanggar telah tercantum 

dalam Peraturan Walikota No 37 Tahun 2015 Pasal 13 Dan Pasal 14 Tentang  

Pengawasan Dan Penertiban.  

Pengawasan Dan Penertiban 

Pasal 13 

 

(1) Pengawasan usaha PKL dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban 

PKL. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendataan dan 

penataan terhadap PKL yang belum memiliki TDU dan PKL yang berjualan 

pada lokasi yang tidak sesuai dengan TDU-nya. 

(3) Pengawasan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

secara berkala. 
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Pasal 14 

 

(1) Penertiban terhadap PKL dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

dibawah koordinasi Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

serta malakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian, PPNS dan aparatur 

penegak hukum lainnya. 

(2) Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang yang berjualan di lokasi 

yang diberi tanda larangan dan/atau tidak pada jadwal yang telah ditentukan. 

(3) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap alat, tempat dan 

sarana berjualan PKL yang ditinggalkan pemiliknya sebelum/sesudah jadwal 

yang ditentukan. 

 

Sanksi PKL yang melanggar diatur dalam Peraturan Walikota No 37 

Tahun 2015 Pasal 15 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi. 

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi 

Pasal 15 

 

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan PKL dikenakan sanksi 

administrasi. 

(2)  Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. teguran tertulis; 

b. pembekuan TDU; atau 

c. pencabutan TDU. 

(3)  Mekanisme yang ditempuh dalam pengenaan sanksi administrasi adalah: 

a. Diawali dengan pemberian teguran tertulis sampai 2 (dua) kali dengan jeda 

masing-masing 3 hari; 

b. Dalam hal teguran tertulis tidak diindahkan, maka dilakukan pembekuan 

TDU dan dilarang melakukan usaha selama masa pembekuan; 

c. PKL yang tetap melakukan usaha selama masa pembekuan TDU, maka 

dilakukan pencabutan TDU dan dilarang melakukan usaha PKL. 

 

D.  Hukum Islam Tentang Maslahah  

Islam adalah agama yang dianugerahkan kepada seluruh manusia 

melalui seorang Nabi terakhir yang murni sebagai tuntunan untuk memperoleh 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Syariat Islam kata syara' secara etimologi 
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berarti "jalan yang dapat di lalui air", maksudnya adalah jalan yang ditempuh 

manusia untuk menuju Allah. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan yang 

mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di 

akhirat.
18

 Hukum Islam secara sederhana didefinisikan sebagai seperangkat 

peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, 

disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan 

mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata hukum menurut definisi di atas 

dihubungkan kepada Islam atau syara‟, maka hukum Islam ialah seperangkat 

peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasul SAW tentang tingkah 

laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang 

beragama Islam.
19

 Kemudian menurut Amir Syarifuddin sebagiamana yang 

dikutip oleh Kuttbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat aturan wahyu 

Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan 

diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama  Islam.
20

 

Kaidah-kaidah fiqih yang ada dalam khazanah keilmuan al-qawaid a- 

fiqihiyyah pada dasarnya tebagi dalam dua kategori. Pertama adalah kaidah fiqih 

yang hanya diperuntukkan untuk masalah individu dan masalah ibadah dalam 

arti hubungan vertikal antara setiap individu dengan Allah. Kedua, kaidah fiqih 

yang memang sengaja dimunculkan untuk menyelesaikan beberapa masalah 

                                                           
18

 Kamisa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Cv Cahaya Agung, 2013), hal. 

58. 
19

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh,Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 6. 
20

 Kutbuddin Aibak, “Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. 

Abou El Fadl)”, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94 
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terkait dengan hubungan yang bersifat horizontal antar manusia itu sendiri, 

selain memang di dalamnya terdapat nilai-nilai hubungan vertikal karena 

beberapa obyek yang menjadi kajian adalah hukum Islam yang tentu saja itu 

semua bersumber dari Allah. Dalam penelitian ini, kaidah yang akan menjadi 

obyek pembahasan adalah kaidah yang tidak hanya melibatkan satu pihak 

individu saja, tetapi dalam implementasi kaidah ini melibatkan banyak pihak, 

karena dalam penerapannya, kaidah ini sering digunakan dalam fiqih siyasah. 

Seperti yang diketahui bahwa fiqih siyasah adalah hukum Islam yang 

obyek bahasannya mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan 

tesebut. Apabila disederhanakan, fiqih siyasah meliputi Hukum Tata Negara, 

Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional.
21

 Apabila dilihat dari sisi 

hubungan, fiqih siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dengan 

pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam sebuah Negara atau 

antarnegara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun 

internasional. Dalam analisis mengenai kaidah ini, terdapat dua kata yang saling 

terkait, yang pertama yaitu tasharrul imam (kebijakan pemimpin) dan yang 

kedua adalah al maslahat (maslahat). Tetapi dari dua hal tersebut terdapat kata 

kunci yang menentukan arah dari konsep kebijakan tersebut, yaitu maslahat. 

Oleh karena itu, hal pokok yang menjadi kajian dalam permasalahan ini adalah 

bagaimana sebenarnya konsep maslahat, dimana maslahat inilah yang nantinya 

                                                           
21

  H. A. jazuli. 2006. Kaidah-Kaida Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam 

Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana Pernada Media group, hal. 147. 
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akan membawa dan mengantarkan kepada sebuah munculnya kebijakan yang 

akan dibuat oleh seorang pemimpin. Ketika kita memperhatikan kaidah  

 yang berarti bahwa kebijakan 

seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan, maka ada 

dua kata yang tidak hanya memerikan makna secara retorik saja, tetapi dua kata 

yang sekaligus memberikan gambaran dan batasan serta suatu konsep yang 

dimaksud. Dua kata tersebut adalah tasharruful imam (kebijakan dari seorang 

pemimpin) dan al maslahat (kemaslahatan). Maka dalam hal ini akan lebih 

banyak mengkaji tentang bagaimana konsep kemaslahatan yang akan dijadikan 

sebagai landasan tehadap pembuatan suatu kebijakan.  

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kaidah ini merupakan 

kaidah (fikih) yang mempunyai aspek horizontal, karena dalam implementasinya 

memerlukan hubungan antara seorang pemimpin dengan masyarakat atau rakyat 

yang dipimpin. Perlu diketahui makna dari kaidah tersebut, kaidah yang 

berbunyi ت mempunyai pengertian retorik 

(harfiyyah) kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada 

maslahat. 

Lebih jauh dari sekedar pengetian retorik tersebut, maka ada pengertian 

yang lebih luas adalah segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat 

dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan 
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mekanisme musyawarah. Hal ini sebagai terjemahan dari pernyataan kaidah 

tesebut yang menekankan pada aspek kemaslahatan, karena metode musyawarah 

adalah salah satu bentuk yang riil untuk mencapai dan medapatkan suatu 

kemaslahatan untuk bersama.  

a. Pengertian Maslahah 

M enurut istilah umum Maslahah adalah mendatangkan segala bentuk 

kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya 

Manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih 

berhubungan denganya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang 

menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan denganya. Pandangan 

terhadap Maslahah tebagi menjadi dua bagian, yaitu pandangan maslahah 

menurut kaum sosialis materialis serta pandanganya menurut syara‟(hakikat 

syara‟), dalam pembahasan pertama al Syatiby mengatakan: “maslahah 

ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menguatkan 

keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi 

segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak” .
22

 Sedangkan menurut 

arti secara Syara‟ (hakikat) adalah segala sesuatu yang menguatkan kehidupan 

di dunia tidak dengan cara merusaknya serta mampu menuai hasil dan 

beruntung di akhirat, dalam hal ini al Syatiby mengatakan, “menarik 

kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan 

                                                           
22

 Al ghozali. “al mustasfa, Juz 1” Bairut.daar al ihya’ al turats al ‘araby. 1997 hal. 

217. 
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melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat”.
23

 sedangkan 

menurut al Ghozali maslahah adalah: “memelihara tujuan daripada syari‟at”. 

Sedangkan tujuan syara‟ meliputi lima dasar pokok, yaitu: melindungi agama 

 melindungi jiwa ( ), melindungi akal ( ), 

melindungi kelestarian manusia ( النصر حيفو ), melindungi harta benda (

24
 

Bukan hal yang diragukan lagi bahwa lafad al-Maslahah dan al-

Mafsadah adalah berupa bentuk yang masih umum, yang menurut 

kesepakatan ulama‟ adalah mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan 

dunia dan akhirat, al-Syatibi menyatakan “bahwa tujuan dari diturunkanya 

Syari‟at adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat secara bersamaan”. 

Perlu kita tahuhui bahwa kemaslahatah akhirat adalah hal yang paling penting 

dalam pandangan Islam, yaitu tercapainya keridhoan dari Allah yang maha 

pemurah di akhirat nanti, karena dalam pandangan islam hidup tidak hanya 

berhenti pada kehidupan di Dunia saja, dengan kata lain bahwa kerhidhoan 

Allah di akhirat tidak bisa terlepas dengan keridhoaNYA di dunia dan 

bagaimana seseorang menentukan sikapnya di dunia. 
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  Abd. Wahbah Khalaf. Ilmu ushul fiqh.(Jakarta: wordpress, 2009), hlm. 86. 
24

 M.ibn ahmad taqiyah. “masadiru al tasyri’ al islamy”. (Lebanon. muasisu al kitab 
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b. Pembagian Maslahah 

Ditinjau dari materinya, para ulama ushul fikh membagi maslahah 

menjadi dua : 

1. Maslahah al amah  عمه  ) adalah kemaslahatan umum yang 

menyangkut kepentingan orang banyak.
25

 Kemaslahatan umum ini tidak 

berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan 

mayoritas umat. Misalnya ulama memperbolehkan membunuh penyebar 

bid‟ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan 

orang banyak. Maslahah „ammah harus benar-benar untuk kepentingan 

umum, tidak untuk kepentingan khusus (perorangan).
26

 Adapun sesuatu 

yang membawa manfaat dan meniadakan madharat hanya menguntungkan 

ltau untuk kepentingan pihak-pihak tertentu bukanlah termasuk maslahah 

„ammah. Maslahah „ammah tidak boleh mengorbankan kepentingan umum 

lain yang sederajat apalagi yang lebih besar. Maslahah „ammah harus 

bersifat haqiqiyah (nyata) dan tidak wahmiyah (hipotesis). Karena itu, 

untuk menentukan maslahah „ammah harus dilakukan melalui kajian yang 

cermat atau penelitian, musyawarah dan ditetapkan secara bersama-sama.   

Maslahah „ammah tidak boleh bertentangan dengan al-Qur' an, hadis, ijma' 

dan qiyas. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil dengan dalih untuk 

                                                           
25

 Abdul Wahab Khallaf, Op. Cit, hlm. 130 
26

 Ma‟ ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, h. 163 
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kepentingan umum tetapi bertentangan dengan landasan tersebut di atas 

harus ditolak. 

2. Maslahah khashsah  ) adalah kemaslahatan pribadi. Maslahah 

khashsah ini sering terjadi dalam kehidupan kita seperti kemaslahatan yang 

berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang 

dinyatakan hilang. Maslahah khasah terbagi menjadi 3 bentuk yakni 

pertama maslahah mu‟tabarah dimana kemaslahatan yang didukung oleh 

syariat maksudnya ada dalil khusus yang menjadi bentuk dan jenis 

kemaslahatan tersebut, Kedua maslahah mulghah yakni kemaslahatan yang 

ditolak karena bertentangan dengan hukum syara‟. Ketiga yakni maslahah 

al-mursalah, ) yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh 

dalil syariat atau nash secara rinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari 

makna implisit sejumlah nash yang ada. 

Secara etimologis “Maslahah Mursalah” terdiri atas dua suku 

kata, yaitu maslahah dan mursalah.
27

 Kata maslahah berasal dari bahasa 

Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia yang berarti sesuatu 

yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dsb). Menurut bahasa aslinya 

kata maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salaham, 

                                                           
27 Rahmat Syafe‟ i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 118. 
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artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Adapun 

pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang 

mendorong pada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala 

sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau 

menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau 

dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan 

atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut 

maslahah. 

Perpaduan dua kata menjadi “maslahah mursalah” yang berarti 

prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan 

suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung 

nilai baik atau bermanfaat. Macam-macam Maslahah Mursalah Maslahat 

dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Maslahah yang dibenarkan syara‟ , yaitu maslahat yang sejalan dengan 

maksud-maksud umum dari syara‟  dan yang menjadi pedoman adanya 

perintah dan larangan syara‟ . Maslahah yang dibenarkan syara‟  ini 

dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1) Maslahah Dharuriyat 

Yang dimaksud dengan maslahah dharuriyat, yaitu segala 

hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus 

ada demi kemaslahatan mereka yang dianggap sebagai dasar-dasar 
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dan tujuan umum syariat yang harus dijaga. Hal-hal itu tersimpul 

kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, 

dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, 

kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, 

baik di dunia maupun di akhirat. 

a) Menjaga agama 

Islam menjaga hak dan kebebasan dalam berkeyakinan dan 

beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan 

mazhabnya dan tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya 

menuju agama atau mazhab lain. Untuk orang-orang nonmuslim, 

Islam menjaga tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan 

syiar mereka, bahkan Alquran menjadikan salah satu sebab 

diperkenankannya berperang adalah karena untuk menjaga 

kebebasan beribadah.  

b) Menjaga jiwa 

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah 

hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan 

kemuliaannya. Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah 

yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu Dia menjadikan, 

menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh)nya 

seimbang seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, 
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c)  Menjaga akal  

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, 

cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan 

akhirat. Dengan akal, manusia berhak menjadi pemimpin di 

muka bumi, dan dengan adanya manusia menjadi sempurna, 

mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Maka Islam 

memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala yang 

menyebabkan rusaknya akal, seperti mengonsumsi alkohol,  

narkotika  dan  sejenisnya.  

d) Menjaga harta 

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga 

eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. 

Namun semua motivasi mengumpulkan harta harus dengan cara 

yang halal tidak memakan harta orang lain dengan cara batil 

lainnya. Allah mengharamkan harta yang dihasilkan dari cara 

yang batil dan mencuri.  

e)  Menjaga keturunan 

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan 

perhatian dan perlindungan yang sangat besar, yang dapat 

digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi 

manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah 
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dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para 

pembuat dosa yaitu melakukan zina dan qadzaf (menuduh orang 

lain berzina).  

2) Maslahah Hajiyat 

Maslahah Hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat 

dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan 

menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek hajiyat ini tidak 

akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi 

rusak, melainkan hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan 

kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk 

menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan 

memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan 

sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, seperti mu‟ amalat dan 

uqubat (pidana). 

3) Maslahat Takmili 

Yang dimaksud maslahat takmili ialah suatu maslahat yang 

apabila tidak dikerjakan, kehidupan ini tidak mengalami kesulitan, 

akan tetapi perwujudan maslahat tersebut merupakan tanda akhlak 

yang luhur atau kebiasaan yang baik. Kemaslahatan ini merujuk 

pada etika dan moral, juga semua hal yang bisa menyampaikan 
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seseorang menuju muru‟ah dan berjalan diatas metode yang lebih 

utama dan jalan yang lebih baik. 

Untuk menjadikan maslahah mursalah, harus memenuhi 

syarat-syarat, yakni: 

a. Mashlahat tersebut haruslah maslahat yang haqiqi (sejati), 

bukan yang hanya berdasarkan wahm (perkiraan/dugaan) saja. 

Maksudnya adalah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum 

tentang maslahah yang dapat memberi kemaslahatan itu 

haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan 

menolak kemudharatan. 

b. Kemaslahatan itu hendaklah kemaslahatan yang umum, bukan 

kemaslahatan yang khusus untuk perseorangan. Maksudnya 

ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas 

suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan 

orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau 

beberapa orang saja. Karena itu harus dapat dimanfaatkan oleh 

orang banyak atau dapat menolak kemudharatan yang menimpa 

kepada orang banyak. 

c. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dalil- dalil syara‟  

yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Alquran dan sunnah, 

maupun ijma‟  dan qiyas. 



43 
 

 

d. Maslahat mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang 

memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan 

cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, 

dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari 

kesulitan. 

4. Urf/Adat 

Secara bahasa, kata al-'urf (  bermakna al-khairu  al-

ihsanu  dan ar-rifqu yang semuanya bermakna 

kebaikan. Sedangkan secara istilah, al-'urf bermakna : 

Apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka melawati kehidupan 

dan muamalat mereka dengan hal itu, baik berupa perkataan, perbuatan 

atau hal yang ditinggalkan. Dan terkadang al-„urf ini juga disebut al-„adah 

(  atau kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat tertentu. 

Ada juga definisi al-urf yang lain, misalnya : 

Apa-apa yang menempati jiwa dari segi logika dan diterima oleh tabiat 

yang sehat. 
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Urf merupakan kebiasaan orang banyak, kebiasaan mayoritas suatu 

kaum dalam perkataan atau perbuatan. Urf bagian dari „adat, karena adat 

lebih umum dari „urf. Suatu „urf harus berlaku pada kebanyakan orang di 

daerah tertentu bukan pada pribadi atau golongan, urf bukan kebiasaan 

alami, tetapi muncul dari praktik mayoritas umat yang telah mentradisi. 

Misalnya harta bersama, konsinyasi, urbun dan lainnya. Para ulama 

sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum 

yang berkaitan dengan mu‟amalah dan selama tidak bertentangan dengan 

syara'. Demikian pula ketika syariat menetapkan suatu ketentuan secara 

mutlak tanpa pembatasan dari nash itu sendiri maupun dari segi 

penggunaan bahasa. Seperti ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan 

mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, Demikian 

pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat 

dijadikan dasar hujjah. 

Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada 

suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu 

beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada 

di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu 

berhujjah dengan 'urf shahih khash. Sebagian ulama menganggap uli al-

amr lebih dekat kepada ahl al-halli wa al-`aqd daripada dengan khalifah 

atau imam. Istilah ahl al-halli wa al-`aqd juga masih merupakan konsep 
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yang tidak tepat makna. Imam Nawawi mengatakannya sebagai istilah 

yang mencakup para ulama dan penguasa (al-`ulama‟ wa al-ru‟asa‟). 

Imam al-Baghdadi menganggapnya ahl al-ijtihad, dengan tugas memilih 

khalifah atau imam. Imam Muhammad Abduh mengatakan pada masa 

sekarang, ahl al-halli wa al-`aqd adalah ulama senior, panglima tentera, 

para hakim (agung), pedagang/pengusaha besar, pimpinan perguruan 

tinggi, pimpinan partai, petani  dan seterusnya, yaitu orang-orang yang 

dipercaya rakyat untuk menyelesaikan masalah mereka. Mahmud Syaltut 

berkata ahl al-halli wa al-`aqd adalah orang (tokoh) yang tajam analisis; 

pakar yang oleh masyarakat diketahui memiliki kapasitas sempurna untuk 

memecahkan berbagai masalah masyarakat dan peduli untuk 

mensejahterakan mereka. Mereka meliputi tokoh dalam berbagai bidang, 

hukum, ekonomi dan keuangan, pendidikan, kebudayaan, pertahanan dan 

keamanan dsb. Jadi tidak terlalu berlebih-lebihan sekiranya uli al-amr 

diartikan dengan pemimpin secara umum, tidak harus terbatas dengan 

kepala pemerintahan (pemerintah atau penguasa).  

Sekiranya kita memperhatikan kitab tafsir, syarah hadis, ilmu 

kalam, fiqih,dan kitab ­al-siyasah al-syar`iyyah akan kita dapatkan 

penjelasan bahwa representasi dari Allah yang disebutkan dalam ayat di 

atas adalah wahyu atau ajaran yang Dia turunkan, yang tertuang dalam 

kitab suci Al-qur‟an. Jadi taat kepad Allah adalah taat kepada ajaran dan 
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bimbingan Nya, yaitu Al-qur‟an. Sedang taat kepada Rasulullah dipahami 

sebagai taat kepada beliau selama beliau masih hidup. Adapun setelah 

beliau wafat maka taat tersebut dipahami sebagai taat kepada sunnah 

beliau yang memenuhi syarat. Jadi setelah Rasulullah wafat perintah untuk 

kembali kepada Allah dan Rasul ketika ada perselisihan pendapat, 

dipahami sebagai perintah untuk kembali kepada Al-qur‟an dan sunnah 

Rasulullah. Sedang makna uli al-amr seperti telah diuraikan diatas diberi 

makna yang relatif sangat lebar, yang dapat diringkaskan menjadi dua: 

khalifah (kepala pemerintahan) atau ahl a-halli wa al-`aqd (orang yang 

bertugas atau saling kurang berhak memilih khalifah). Khalifah relatif 

jelas dan terbatas maknanya yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. 

Sekiranya dipeluas, makna ini dapat mencakup petugas bawahannya 

seperti menteri dan kepala-kepala daerah. Sedang ahl al-hall wa al-`aqd 

menurut para ulama, juga mempunyai rentang makna yang sangat luas, 

mulai dari penguasa, ulama, panglima perang, pedagang, politisi dan 

sebagainya. Pada masa dahulu uli al-amr baik yang dipahami sebagai 

khalifah, atau yang dipahami sebagai ahl hall wa al-`aqd direpresentasikan 

oleh orang perseorangan, sehingga ketika mereka terpilih maka mereka 

mempunyai kewenangan yang relatif mutlak, tidak dibatasi oleh peraturan 

apapun kecuali hati nurani dan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. 

Dengan kata lain tidak ada sistem atau prosedur tertentu yang harus dia 
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patuhi. Dia sendiri yang membuat sistem dan prosedur sekiranya dia 

memerlukannya, dan dia dapat mengubahnya kapan saja dia inginkan dan 

perlukan. 

D.   Penelitian Terdahulu 

Keaslian suatu penelitian dapat diketahui dengan melakukan studi 

pustaka terhadap berbagai penelitian sejenis yang telah dilakukan. Sejauh 

penelusuran yang telah dilakukan baik melalui media internet maupun secara 

langsung Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, penelitian 

dengan judul Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kediri Berdasarkan Perwali 

No 37 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima belum pernah dijadikan obyek 

kajian oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dapat ditemukan 

peneliti antara lain sebagaimana yang tercantum sebagai berikut ini: 

Jurnal oleh Cania Grenada dan Amni Zarkasyi Rahman, dengan judul 

Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona 

Merah Pada Kawasan Alun-Alun dan Masjid Raya Kota Bandung, Fakultas 

Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2012.
28

 Dalam jurnal ini 

memaparkan mengenai implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan 

Masjid Raya Kota Bandung. Dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor 

                                                           
28

 Cania Grenada dan Amni Zarkasyi Rahman, Implementasi Kebijakan Penataan 

dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Meerah pada Kawasan Alun-alun dan Masjid Raya Kota 

Bandung, (Universitas Diponegoro: Bandung, 2012) dalam https://ejournal3.undip.ac.id diakses pada 

tgl 18 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB 
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pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan Penataan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota 

Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah sama-sama dalam menganalisis kebijakan peraturan pemerintah serta 

menganalisis hambatan dari implementasinya. Perbedaanya jika jurnal ini 

berfokus pada PKL yang tidak membahas mengenai sudut hukum Islam, maka 

peneliti akan menggunakan beberapa sampel faktor yang ada pada pembahasan 

jurnal. 

Jurnal Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, dengan judul 

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu 

Tourism Center di Kota Batu), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 

Brawijaya Malang, 2012.
29

 Dalam jurnal ini menganalisis kebijakan pemerintah 

mengenai penataan pedagang kaki lima, implementasi kebijakan penataan 

pedagang kaki lima, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan 

penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center di Kota Batu. Dalam 

jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yakni dalam 

menganalisis kebijakan peraturan pemerintah. Mengenai perbedaan yakni dalam 

jurnal tidak membahas mengenai sudut hukum Islam. 

Jurnal oleh Rholen Bayu Saputra dengan judul profil Pedagang Kaki 

Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan 

                                                           
29

 Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, Implementasi Kebijakan Penataan 

Pedagang Kaki Lima, (Universitas Brawijaya: Malang, 2012), dalam https://ejournal.ub.ac.id diakses 

tgl 30 Oktober 2018 pukul 15.05 WIB 
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Seroja Kecamatan Senapelan), fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Riau, 

2014.
30

 Membahas mengenai beragam faktor dan profil PKL yang ada di Jalan 

Seroja, persamaan penelitilian ini adalah sama-sama meneliti PKL yang 

melanggar peraturan daerah. Perbedaan terletak pada wilayah yang diteliti. 

Jurnal oleh Feni Andriani dengan judul Persepsi Pedagang Kaki Lima 

Terhadap Penertiban Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi 

Di Jalan Hr. Soebrantas Kecamatan Tampan), fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Riau, 2016.
31

 Membahas mengenai pandangan dan strategi 

Pedagang Kaki Lima terhadap penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota 

Pekanbaru. Merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yang 

mempunyai ekonomi rendah seperti Pedagang Kaki Lima. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah sama-sama menganalisis terhadap penertiban PKL, 

perbedaanya dengan penelitian ini terletak pada wilayah yang dianalisis. 

Jurnal oleh Giyarto dengan judul Dampak Yang Ditimbulkan Dengan 

Adanya Pedagang Kaki Lima (Pkl) Dipasar Legi Kota Surakarta, fakultas 

                                                           
30

 Rholen Bayu Saputra, profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan 

Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan), (fakultas Ilmu Sosial Dan 

Politik: Universitas Riau, 2014), dalam situs https//media.neliti.com>publications.31614-ID-profil-

pedagang-kaki-lima-pkl-yang-berjualan-di-badan-jalan-studi-fi-jalan-terat. Diakses pada tanggal 18 

Maret 2019, pukul 22.31 

 

 
31

 Feni Andriani dengan judul Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Penertiban 

Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Di Jalan Hr. Soebrantas Kecamatan 

Tampan), (fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Riau, 2016), dalam situs 

eprints.unri.ac.id>publications.persepsi-pedagang-kaki-lima-terhadap-penertiban-yang-dilakukan-oleh-

pemerintah-k. Diakses pada tanggal 18 Maret 2019, pukul 22.35 
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Hukum Universitas Surakarta, 2016.
32

 Membahas mengenai dampak yang 

ditimbulkan serta pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Pengelolaan Kelompok 

Pedagang Kaki Lima di pasar Legi kota surakarta. Persamaan dengan penelitian 

ini adalah sama-sama meneliti pelaksanaan peraturan pemerintah, perbedaanya 

terletak pada wilayah penelitian. 

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Azizah Syam, dengan judul 

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki 

Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Paropo Kecamatan 

Panakukang Kota Makassar), Fakultas Ilmu Politik dan Hukum, Universitas 

Hasanudin, 2016.
33

 Dalam skripsi ini membahas mengenai implementasi 

kebijakan pembinaan pedagang kaki lima studi kasus Kelurahan Paropo 

Kecamatan Panakukang Kota Makassar berkaitan dengan dilakukan pemerintah 

dalam mengoptilmakan pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 1990 

Tentang Pembinaan Pedangang Kaki Lima di Kecamatan Panakukang Kota 

Makassar. Dalam skripsi ini memiliki persamaan yakni dalam menganalisis 

peraturan pemerintah. Mengenai perbedaan skripsi yakni dalam membahas 
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 Giyarto dengan, Dampak Yang Ditimbulkan Dengan Adanya Pedagang Kaki Lima 
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berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 1990, sedangkan dalam 

penelitian ini berdasarkan peraturan walikota Nomor 37 Tahun 2015. 

Skripsi ditulis oleh Khairil Anshar dengan Judul Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang 

Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep Al-

Maslahah), Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-

Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016.
34

 Membahas mengenai  pengkajian ulang 

terhadap isi qanun yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) dengan Pasal 12 poin 

(d). Penelitian ini menjawab tentang pengaruh kebijakan relokasi terhadap 

tingkat pendapatan PKL, faktor yang menjadi pertimbangan ditetapkannya 

kebijakan relokasi bagi PKL, dan analisis konsep maslahah terhadap Qanun Kota 

Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL. 

Dalam skripsi ini memiliki persamaan isi yakni dalam menganalisis peraturan 

pemerintah. Mengenai perbedaan isi yakni dalam membahas berdasarkan Qanun 

Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, sedangkan penelitian peneliti 

berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015. 

Skripsi ditulis oleh Khozainul Ulum dengan Judul Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang Pkl (Kasus 

Pada Paguyuban Pujasera “Makmur” Di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan 
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Semarang), Fakultas Syari‟ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisngo 

Semarang, 2016.
35

 Membahas mengenai legalitas penggunaan area yang 

digunakan sebagai lapak berdagang PKL Paguyuban Pujasera “Makmur” di jalan 

Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang. Skripsi ini membahas mengenai tinjauan 

hukum Islam terhadap legalitas penggunaan area yang digunakan sebagai lapak 

berdagang PKL Paguyuban Pujasera “Makmur” di jalan Prof. Dr. Hamka 

Ngaliyan Semarang. Dalam skripsi ini memiliki persamaan isi yakni dalam 

menganalisis PKL berdasarkan tinjaun hukum Islam. Perbedaanya terletak pada 

daerah yang dianalisis. 

Skripsi ditulis oleh M. Hamdan Novian dengan judul Tipologi Sikap 

Keberagamaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-alun Kota Kediri 

membahas mengenai keyakinan yang atau agama oleh masing-masing Pedagang 

Kaki Lima, fakultas Ushuludin IAIN Kediri, 2015.
36

 Persamaan isi yakni 

memiliki persamaan dalam lokasi yang diteliti, perbedaan penelitian ini yakni 

memiliki perbedaan dalam peraturan dan permasalahan yang diteliti. 
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